KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUDJI SRIUTAMI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK 222950
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.672.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/108 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/125 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

3. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 215.000.000

4. Tanah Seluas 1.870 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 312.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 553 m2/144 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.300.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000

2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

3. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. 65.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 652.041.749
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F. HARTA LAINNYA Rp. 28.800.000

Sub Total Rp. 2.538.141.749

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.538.141.749
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUKMONOADI SINGOSURANDONO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 216755
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

Tanah Seluas 958 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000

Tanah Seluas 1.370 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 155.000.000

Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOTOR, HONDA SUPRA X MOTOR BEBEK Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000

MOTOR, HONDA VARIO MOTOR BEBEK MATIC Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

Rp.

Rp.

2.475.000.000

340.000.000
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3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO MOTOR BEBEK Tahun 2025, HASIL
SENDIRI Rp. 23.000.000

5. MOBIL, SUZUKI XL 7 ALPHA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 206.600.006
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 321.407.507
F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 3.343.007.513
. HUTANG Rp. 187.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 3.156.007.513
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : VERONICA DWI WINAHYU
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK . 214761
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/240 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/128 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 634.000.000
3. Tanah Seluas 1.374 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 711.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 1.100.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
5. MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1,5L SE CVT/ MINIBUS Tahun
2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. MOTOR, HONDA M1K03Q33L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

Rp. 16.000.000

2.085.000.000

531.600.000

49.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. 716.468.830

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 323.672.802

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 3.705.741.632

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.705.741.632
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIKH RATNA PURWADI

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK : 210491
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah Seluas 1.736 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.

205.874.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 546 m2/142 m2 di KAB / KOTA

BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS,
SENDIRI Rp. 55.000.000

4. Tanah Seluas 1.143 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS,
SENDIRI Rp. 82.000.000

5. Tanah Seluas 6.443 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS,
SENDIRI Rp. 350.000.000

6. Tanah Seluas 633 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS,
SENDIRI Rp. 25.000.000

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.247 m2/96 m2 di KAB / KOTA

BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 242.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 3.500.000

2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

Rp. 1.310.374.000

Rp. 487.500.000
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3. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp.
21.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

5.  MOTOR, HONDA VARIO/MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

6. MOBIL, HYUNDAI JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
245.000.000

7. MOTOR, SUZUKI SUZUKI TS 125 Tahun 1996, LAINNYA Rp.
15.000.000

8. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 144.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 508.164.636

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.450.038.636

. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.350.038.636
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI

1. Nama © NANIK HARJANTI

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK : 209031
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/130 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/103 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

Tanah Seluas 516 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 380.355.500

Tanah Seluas 814 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 215.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/330 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 750.000

MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000

MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

MOBIL, BRIO LCGC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

Rp. 1.955.355.500

Rp. 713.500.000
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5.  MOBIL, HRV SUV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 462.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 653.606.935

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 3.322.462.435

. HUTANG Rp. 272.048.385

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.050.414.050
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAGIL PURNOMO

2. Jabatan : KEPALA BAGIAN

3. NHK : 551668
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/64 m2 di KAB /
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 40.000.000

3. Tanah Seluas 1.540 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 135.000.000

4. Tanah Seluas 1.540 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 135.000.000

5. Tanah Seluas 1.647 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 235.000.000

6. Tanah Seluas 555 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 36.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB /
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

8. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 70.000.000

9. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 10.500.000

10. Tanah Seluas 347 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,
SENDIRI Rp. 16.800.000

11. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA,

KOTA

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

KOTA

HASIL

HASIL

HASIL

HASIL

Rp.

2.076.570.000
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SENDIRI Rp. 10.000.000

12. Tanah Seluas 1.386 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 69.300.000

13. Tanah Seluas 1.021 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 42.900.000

14. Tanah Seluas 738 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

15. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 315.470.000

16. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 47.900.000

17. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

18. Tanah Seluas 812 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 52.200.000

19. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 13.500.000

20. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

21. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 316.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV 1.5 CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AGYA AT GR SPORT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 212.658.114

F. HARTA LAINNYA Rp. -2t
Sub Total Rp. 2.633.728.114

lll. HUTANG Rp. 420.433.225
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 2.213.294.889

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMINI

2. Jabatan : KEPALA BAGIAN

3. NHK : 400206
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000
3.  MOBIL, INNOVA ZENIX V BENSIN Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
4. MOBIL, WULING MINIBUS/BINGUO EV Tahun 2025, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.150.000.000

753.000.000

278.920.594
2.181.920.594
570.000.000
1.611.920.594

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

I. DATA PRIBADI
1. Nama : JUANITA INDRATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
3. NHK 1 227714

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

7.

Tanah Seluas 544 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, Rp.
336.330.000

Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 213.867.500

Tanah Seluas 1.095 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, Rp.
448.440.000

Tanah Seluas 537 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 679.320.000

Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 3.787.500.000

Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 560.550.000

Tanah Seluas 5.682 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 672.660.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
73.000.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 1.800.000

MOBIL, TOYOTA HATCHBACK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
64.000.000

MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 6.698.667.500

Rp. 340.800.000
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Rp. 7.000.000

5. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

195.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 280.545.905
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 7.320.013.405
. HUTANG Rp. S
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.320.013.405
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama © NUR INDARWATI SEPTIRIANA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG TERAPI
3. NHK : 921840
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 740.000.000

1. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/345 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 89.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE81.5S MT Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 89.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 889.000.000

. HUTANG Rp. 318.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 571.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NUR AZMI ARIFIANTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS
3. NHK : 966217
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 482.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/84 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 255.000.000

2. Tanah Seluas 2.941 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
45.000.000

3. Tanah Seluas 1.042 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
13.500.000

4. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 8.500.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
192.000.000

3.  MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000
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C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 135.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.114.350.000

. HUTANG Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 939.350.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ADHITYA ARIESTA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA
3. NHK . 786913
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/82 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.092.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 878.092.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 878.092.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NUR AZMI ARIFIANTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS
3. NHK : 966217
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 482.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/84 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 255.000.000

2. Tanah Seluas 2.941 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
45.000.000

3. Tanah Seluas 1.042 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
13.500.000

4. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 8.500.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
192.000.000

3.  MOBIL, MITSUBISHI PICK UP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000
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C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 135.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.114.350.000

. HUTANG Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 939.350.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUGENG
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS
3. NHK . 862743
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 497.100.000

1. Tanah Seluas 1.806 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
260.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/63 m2 di KAB / KOTA

BANYUMAS, Rp. 46.100.000

Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 31.000.000

Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 37.000.000

Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 13.000.000

o o~ w

Tanah Seluas 1.109 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
110.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. . |
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.045.699
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 689.145.699
. HUTANG Rp. 85.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 604.145.699
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI

1. Nama : ONENG KADARWATI

2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN

3. NHK 222960
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/54 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 56.615.000
2. Tanah Seluas 1.737 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 62.532.000
3. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.500.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

319.147.000

200.500.000

207.408.828
727.055.828
65.810.000
661.245.828

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GATOT TUNGGAL HERWANTO
2. Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI
3. NHK : 833953
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.818.396.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/108 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/212 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/265 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 313.396.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 256.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HIBAH TANPA AKTA Rp.
109.000.000
2. MOTOR, HONDA T5E02R11LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HADIAH Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH 1.5 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

105.000.000
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C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 282.696.300

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 319.256.798

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.715.349.098

. HUTANG Rp. 76.647.857

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.638.701.241
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RR.DEASI INDRAYANI AFFANDI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
3. NHK : 966674
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/216 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 71.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO/ SB416-2WD Tahun 1996, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 2SV/ SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.471.687
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 96.040.048
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.397.511.735
. HUTANG Rp. 428.502.725
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 969.009.010
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama © MIS WARGIANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN REKAM MEDIK
3. NHK : 715435
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.298.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/100 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 421.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/100 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 366.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/150 m2 di KAB / KOTA
PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 337.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/65 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 806.000.000

5. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 368.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 846.200.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
1.200.000

2. MOTOR, YAMAHA 2PV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOBIL, PAJERO SPORT MPNP/JEEP Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

4. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 / PCX Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 27.000.000
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5. MOBIL, HYUNDAI CRETA STYLE 1.5 (4X2) A/T Tahun 2024,
HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 512.988.783

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.657.188.783

[ll. HUTANG Rp. 378.975.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.278.213.183
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SETYO BUDIANTORO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI
3. NHK : 420391
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.470.000.000

1. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 575.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/374 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, Rp. 450.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 549.000.000

1. MOBIL, JEEP CJ7 Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5 HP-E5A/T Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/ RAIZE 1.0 GR Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS A/T Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

5. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

6. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 262.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 50.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 214.962.669
F. HARTA LAINNYA Rp. -
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Sub Total Rp. 2.546.462.669
I1l. HUTANG Rp. 910.562.631
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.635.900.038
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ADHY NUGRAHA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK . 741635
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV CTV/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.257.743

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.014.257.743

lll. HUTANG Rp. 451.047.514

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (l1-111) Rp. 563.210.229
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DEWI NILAMSARI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK . 786305
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/47 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2025, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.840.109

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 634.840.109

. HUTANG Rp. 335.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 299.840.109
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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